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I. PENGANTtrR Banl,ak pelanggaran tersebut

dtselesalkan hlngga tahap lltlgasl, yaltu
Pelaksanaan PerJa4flan KerJa I mehlul Pengadltan ltubungan Industrtal.

lllaktu Tertentu (sela4futnya dlsebut 
I r"t.,'gg.-o sehubungan kontrak kerJa

PN[tr) kemp mendapat tentangan dd 
I aaatah mengenatJangka waktu sertaJents

para pekerJa/serlkat pekerJa aengm 
I aan srfat atau keglatan yang

berbagat akslnya, antara laln dengan I

menyuaraf,an penghapusan slstem I 
afekerJakan' dlmana pengusaha/ pembert

kontmk karena dlnllal sebagal bentuk I kerJa kurang memperhatlkan mengenal

perbudakan bam dt zaman modem l ketentuan-ketentuan tersebut.

dalam
',ang 

sangat memglkan bagl para I Pelangganan-pelanggamn
pekerJa. PllIllT dalam masyankat I hubungrtn kerJa dapat mengganggu
umum leblh dlkenal dengan kontnk 

I renarmonlsan hubungian kerJa antara
kerJa. PekerJa/sertkat pekerJa 

I pengusaha/pembert kerJa dan pekerJa.
melakukan pertentangan terha.lap
kontnk kerJa karena adanya penllalan Ilubungan kerJa antara

bahwa slstem kontrak kerJa han',a I nensusana/nemb€rt kerJa dengan pekerJa

membuat pan pekerJa dalam poslsl I dldasartan pada pedaqltan kerJa.

tawar yang lebth lslrlah dart pan I PerJa4llan ke{a mempakan bagtan dart

pengusaha/pemb€rt kerJa" dimana lperJaqltan (perdata) pada umurrrny,?4,

2 (dua)dalam paktthya memang serlng I al-"o" memlllkl
terJadl pelanggalan. Pelansgaran- 

| q.-t penung, yattu: sy,arat subJekttf dan
petanggaran tnl kemudlan

I syarat oblektlf. PerJaqflan kerJa dlbuat
menlmbulkan permasalah yang 

I

kemudlan berkembang meqtadl l"* dasan ke'sepakatan kedua belah

perselisihan hubunqan tndustrlal. I 
plhak; kemampuan atau kecakapan

Persellslhan hubungan tndustriatlmelakukan perbuatan hukum; adaqra

ttlnbul karena adanya kelalalan I pekerJaan l,ang dlperJa4Jtkan; dan

dan/atau pelanggann dalan hal lpekerJaan ;,ang dtperJaqflkan ttdak
pemenuhan syarat-syarat, balk pada 

I nertentangan dengan keterttban umum,
saat pembuatan, pe4n4iangan, lro.rg..o, dan peratwan perundang_
ataupun pembaharuan kontnk kerJa. I

1 undanqan yang bertaku.

t#o wKN v0urc nu tw r, rl4ef:r, nl t6l



Bentuk-bentuk petanggann dalam lJ"ga t€dapat suaht konfllk yaang tlnbul
p€rJaqltan kerJa, khucusrqra P[nT, balk I dalam hubungan k€rJa" batk ]'ang
dalam penbuatan, pcrpaqlangan, lt€rclpta darl plhak pengusaharpembcrl
dan/atau pembahanrannya, antana I *"t1" atau darl pekerJa. ltonflft dalarn
Laln: tidak dlbuat dalam Bahasa I hutungran kerJa tcrc€but dlantaranya
lndonesla; dalam PItltT dtqaratkan ladalah perscllcthan lrcmutusan
adaryta mas:l percobaan kerJa; PIIWT I hubungan kerJa {PHlt) 'fan perueltslhan

dladakan untuk Jenls-Jenis pekerJaaan I hak

'ang 
stfatn5na p€rmanen atau tetap; I Berdasartan [Irlang'Ilndang Flomor

pada saat akan diadakan 12 tahun 2OOIL tentang P.enyelesalan

pembahanran, tldak terpenuht ryant I Persellslhan llubungan lndushdal

t€nggang waktu 5O (tlga puluh) had; | (seta4futn;,a dtsebut W 2?Cf,l4) terdapat
s€Nta lang pallng banfk t€rJadt adalah l4 (empat) Jenls perueliclhan hubungan

mengenal Jangka waktu PIIIf,T 
',ang 

I hdustrlal, yaltu: pensellslhan hak,

harya dapat dtadakan untuk paltng lama I persellslhan kepentlngan, persellslhan

2 (dua) tahun dan hanfa boleh I PUIL dan pcrucllolhan antar scrlkat
dtperpaaJang 1 (satu) kall untukJangka I peke{aFerlkat bunrh hanfa dalam satu

waktu pafing lama 1 (satu) tahun kcrap I perucahaan. lpablla persellslhan

dllakukan meuylmpang oleh pam I hattpensonslhan kepentftlgan dlqfutan
pengusahalpembert keda. Akfbat hukum I secara bensama dengan penellsthan PllK

darl pelangganan-pelanggaran tersebut lmaka !,ang tcrlGblh dahulu dtputus

adalah deml hulmm PllSlT belatlh ladalah pertala lrcrsellslhan
me4fadl PKlllTT (PerJa4llan KerJa waktu I Uame,rcefbftan kepentlngan.

Tlrlak Tertcntu). Pengaturan mengenal I Percelfsftan hubrmgan tndustrtal

PIIWT dlfabartan leblh la4tut dalam l*4llb dlupapkan penyelesalannya

Keputusan llenterl Tenaga KerJa dan ltqleblh dahulu melalul perundlngan

r?ansmlgasl Republlk lndonesla Nomor I 
btPartlt secara musyawarah untuk

1oo rahun 2oo4 tentang Ketcntuan I 
mencanal mufakat' rlalam hal

Petahsanaan PerJaqllan KerJa waktu lnerunamgan 
blpartlt gagial' maka satah

Tertentu (sela4futrya dtsebut I 
** ::" 

**T 
-- 

b€lah 
- 
o*T

__-_ | mencatatkan persensthann5ra kepada
Kepmenakertrans Nomor IGP.1q)n{EIl/ I -- 

I lnstansl yang bertanggung Jawab di
vwoo4l.

I bldang ketenagakerJaan setenpat
s€latn darl pelanggaran dan/atau 

I a"11g* melamplrtan bukfl bahwa upqra-
ketldaksesualan tcrhadap peratuan- I ______ _^____._

p",atu'.n brdans ketenasakerJ; l;ffir[rftffi".-t 
Perundlnqan

sebagatnSna t€tah dtsebutkan dl atas,
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Sesual Judul tullsan inl, kamt

mengambtl dan membahas Putusan

Nomor: A94EflI.ADOO7IPN.JIIT.PST dan

Putusan MA Nomor: 189 lVPdt.Susf2fi)&
yang menyangkut persellslhan PIIK oleh

karena PI$ilT berakhir. Dart putusan

tersebut ada beberapa hal png pedu

mendapat perhatian, yaltu kevenangan

mengadlll (kompetensl pengadllan),

percellslhan hak, persellslhan PnE
penetapn berakhlrnSa hubungan ked+
ma& kefa, beiarnya upah sebulan, uang

pesan{ron, dan uph proses.

Pada tulisan lnl, para plhak yang

berpekara dlsebut dengan X dan Y.

Penggugat dlsebut dengan *X" dan

Tergugmat disebut dengan'Y".

I. PEB]TIIIBANGAN IIUIiUIT

A. Pertlmbangan llukum Putusan

Pengadllan llubungan Industrlal
(Putusan Nomor:

194 |ent.anooTlPN.Jrn. PsD

Ittenlmbang bahwa maksud dan

tqluan gugatan Penggugat adalah

sebagalnana dluralkan tersebut dl
atas;

Iltenimbang, bahwa Tergugat

mesklpun tldak secara ekspllslt

mengqfukan eksepsl, namun .dalam

dalll Jawabannya telah terleblh dahulu

mengqlukan keberatan Jtka
persellslhan lnl dtadtll dl Pengadilan

Ilubungan lndustrlal pada Pengadllan

Negerl JaSarta Pusat menglngat lokasl

kerJa dan persellslhan int terJadl dt

wllayah Sumatera Selatan.

Keberatan Tergugat lnl memlltkl dasar
hukum yaknl dalam Pasal 81 IJU No. 2
tahun 2OO4:

Menlmbang, berdasarkan buktl-buktt
yang dlqfukan oleh kedua belah plhak,

memang terbuktl tempat Penggugat

melakukan pekerJaannya bukan di
wllaph hukum DIfl Jakarta melalnkan dl
Suban 2 Gas ProJect;

Menlmbang, bahwa mesklpun demlklan

berdasarkan surat p€nanyaran kerJa dari
Tergugat kepada Penggugat (buktt T-1),

Mqlells berpendapat pengaturan kerJa

Penggugat dltentukan langsung oleh

manqfemen Tergugat 
'ang 

berada dl
Jakarta. Selaln ltu dalam PerJaqltan

KerJa Waktu Tertcntu (PI$ilT) antara

Penggugat dengan Tergugat, dlnyatakan

tempat Penggugat dlterlma bekerJa

pada Tergugat adalah dl Pekanbam

untuk bekerJa dt Suban 2 Gas ProJect,

sementara lokasl Tergugat berdomisill

dan temlnt dltandatanganlnya

perJa4ftan kerJa tersebut adalah dl
Jakarta:,

Menlmbang, bahwa berdasarkan buktl-
buktl dt percldangan lttqfelts

berpendapat mesklpun lokasl atau

tempat Penggugat bekerJa adalah di
wllayah hukum Sumatera Selatan,

namun terdapat fakta-fakta yang

menentukan antara laln: tempat
perJa4rlan kerJa, perlntah penugasan

kerJa terhadap Penggugat dtlakukan

oleh berada dt Jakarta.
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Berdasartan fakta-fakta ter:scbut ltqfelts

berpendapat dalam perceltsthan tnl

hubung,an kerJa antara Penggugat dengan

Tergugat memlllkl faktor-faktor l,ang

berlangsung dl wilayah hukum DllI

Jakarta. Berdasarkan perttmbangan

tersebut Mqiells berpendapat Penggugat

berhak mengqlukan gugatan persellslhan

hubungan lndustrlal tertadap Tergugat dl

Pengadllan llubungan Industrlal pada

Pengadllan Negerl Jakarta hnrat atau

dengan kata laln, Pengadllan llubungan

lndustrlal pada Pengadllan Negerl Jakarta

Pusat bemenang untuk memerlksa dan

mengadlll persellslhan lnl;

Ilenhnbang, bahwa dalarn gugatannya

Penggugat telah mengqfukan dua

per:sellslhan, )'ahd persellslhan hak dan

persellslhan pemutusan hubungan kerJa.

Oleh karena ltu, berdasarkan Pasal 86 IIU

2 tahun 2@4 ltlqlelts terleblh dahulu

akan memerlksa dan mengadlll

pereell,sihan hak sebelum,memerlksa dan

mengadlll persellslhan pemutusan

hubungan kerJa;

Persellslhan llak

Flenlmbang, dalam persellslhan hak

Penggugat telah mempersellslhkan hak

mengenalJam kerJa dan upah lembur, hak

cutl, dan penggantlan blaya akomodasl

selama menglkutl pelatlhan Wre atas

pcnugasan dart Tergugat;

Ittenlnbangp bahawa dalam dalll
gugatannya Penggugat menyatakan Jam

kerJa yang dlbertalmkan oleh Tergugat

kepada Penggugat adalah 12 Jam kerJa

seharl dengan I Jam tstlrahat 7 harl

dalam 1 mlnggu. Dengan demlklan,

Tergugat telah mempekerJakan

Penggugat meleblhi Jam kerJa. Keleblhan

Jam kerJa lnl berdasarkan

Kepmenakertrans . Nomor

IO2MENNIDOO4 harus dlbayarkan dalam

bentuk uang lenbur oleh Tergugat

kepada Penggugat. Jumlah Jam lembur

),ang sehamsnya dlbayar Tergugat

kepada Penggugat seluruhnya berJumlah

Bp 150.206.150,- (seratus llna puluh

Juta dua ratus enam rlbu seratus llma

puluh ruplah);

Menlmbang, bahwa Penggugat pemah

menerlma penggantlan hak cutl selama 2

mlnggu s€telah bekerJa 12 mlnggu untuk

karytawan non staff pada perlode I
sqfumtah Rp 4.655.qp, dltambah uang

tlket Rp 1.71O.(XX),-. Pada perode ll dan

III Tergugat ttdak menerlmanya karena

Itu menuntut Tergugat untuk

membayarkannya yang seluruhnya

berJumlah Rp. 10.255.(Xrc,-t

Menlmbang, bahwa Tergugat pemah

mengikutsertakan Penggugat menglkutl

pelatlhan WPS (weldlng procedurel di

BLK Condet Jakarta Tlmur darl tanggal

18 Agustus 2fl)5 sampd 5 September

2d)5. IIal tersebut belum dlbayarkan

Tergugat kepada Penggugat.

nffa,il.n(N vo{.l,G. m llo,'p/R 1, laRE[ ml I 54



Oleh karena ltu, Penggugat menuntut
Tergugat untuk membayarkannya',ang
seluruhnya be{iumlah np315.(XX) x 2O=Rp
650.(Xrc,-

Flenlmbang, bahwa hak Penggugat atas
uang lembur tenr;rata telah dibantah oleh
Tergugat yang berpedoman pada clausul
dalam PIIWT;ang menyatakan upah yang

dlterlma Penggugat telah dlasumslkan
sebagal uang lembur (buktt P-5 = T-2,T-i5
danT-41;
Menlmbang, 'bahwa berdasarkan
Kepmenakertrans Nomor KBP-IO2/MEN/

Vtl2OO4 Pasal 15 ayat (1) dan apt (21

dlnyatakan: "flalam hal terJadt perbedaan
perhltungan tentang lesamya upah
lembur, maka yang bemenang
menatapkan besar upah lembur adalah
p€ngawas ketenagakerJaan *abupatery'

kota". Apablla salah satu pthak tldak
dapat menerlma putusan Pengawas

ketenagkerJaan sebagalmana dlnaksud
dalam ayat (1), maka dapat memlnta
penetapan ulong kepada Pengawas

ketenagakerJaan dl provbrsl;

I[enlnbang, bahwa berdasartan fakta-
fakta darl kedua belah plhak, tenryata

Penggugat atau Tergugat belum memlnta
penetapan tentang status besarrrya uang

lembur yang berhak dltcrtma oleh
PengawasPenggugat kepada

ketenagakerJaan kabupaten/ kota;
Flenlmbang, bahwa berdasarkan
pertlmbangan tersebut ltlqlelts
berpendapat gugatan persellslhan hak
mengenal uang lembur belum waktun;,a
dlqfukan ke Pengadllan llubung;an

lndustrlal, karena ltu dltotak;

Itlenlmbang, bahwa Penggugat

menrlalllkan beftak atas blaya
akomodasl selama Penggugat menglkutt
pelatlhan UIPSI lweldlng prccdurcl dt
BLK Condet Jakarta Ttmur darl tanggal

18 Agustus 2(X)7 samapal 5 September

2OO5. Namun, dalam persldangan inl
Penggugat ttdak mengqlukan ddtt-ddil
atau alat buktl yang membuktlkan bahwa

Penggugat berhak atas btaya aliomodast
tersebut. Sementara Tergugat telah
membuktlkan telah menanggung

akomodasl Penggugat selama menglkutl
pelatlhan tersebut (buktl T-9);

Itlenlmbang, bahwa berdasarkan
perttmbangan tersebut maka tuntutan
Penggugat atas biaya akomodasl selama

menglkutl pelatlhan lllPSt dltolak;
Ittentmbang; bahwa mengenal tuntutan
Penggugat atas uang cutl Mqletls

berpendapat Tergugat telah mengqfukan

alat buktl rnahl T;6 sampal dengan T-8

yang membuktlkan Tergugat telah
memenuhl hak Penggugat dengan cana

membellkan tlket pesawat Penggugat

',ang 
melakukan cutl, sebagalmana

dlatur dalam pentuan perusahaan

Tergugat yang dlqfukan Penggugat

dalam buktl P-16. Dalam buktl T-a

tersebut lttqlelts Juga nenemukan fakta

bahwa Penggugat telah memberlkan

persetqfuanny"a;

Menlmbang, bahwa berdasarkan

pertlmbangan tersebut maka tuntutan
Penggugat atas uang cutl kePada

Tergugat hams dltolak;
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Persellslhan Pemutusan llubungan KerJa

llenlmbang, bahwa Penggugat terlkat
hubunqan kerJa benlasarkan peda4llan

kerJa waktu tertentu (Pt$ilT), s6[ama tlga
perlode, yattu:
pertama : 18 Agustus 2OO5 sd. 17

Ilesember 2OO5;

kedua : 18 Desember2oo6 sd.17
Aprll2fi)6;

kettga : 5 Mel 2(X)O sd. 2 Agustus

2@6;

Menurut Penggrgat karena pelaksanan

PK$IT tersebut telah melanggar Pasal 59
a5rat (41, a;rat l7l, dan apt (6) ),ang
beraklbat deml hukum PIIIIIT antara
Penggugat denqan Tergugat meqfadl
perJaqttan kerJa waktu ttdak tertentu
(PK$ITT);

llenlmbang, bahwa karena hubungan

kerJa antara Penggugat dengan Tergugat
belum terputus, naka Ponggugat

menuntut Tergugat untuk membayar

upah proscs sqfumlah 6 x Bp 1O.O(X).(XX),-

= Rp 6O.fi)O.(XX),-!

Ittentmbang" bahwa menurut Y perJa{fan

hubungan kerJa antara Tergugat dengan

Penggugat benakhtr sqrak PIItllT ltu
berakhlr. Dengan terputusn;ra hubungan

kerJa maka berakhlr puta segala hal lang
menyangkut hak dan kewqltban darl pthak

pekerJa (Penggugat) dengan Pthak
pengusaha (Tergugat)i

Itlentmbang, bahwa terhadap pelsellslhan

lnl Mqlells berpendapat Pada PI{AT X
perlode la Agustus 2OOE sd. l7
Desember 2OO5, Penggugat telah bekerJa

dl Suban 2 Gas ProJect dengan Jabatan
sebagat pipellne welden

Menlmbang, bahwa setelah PI{UIT

pertama b€nkhlr tnnggal 17 Des€mber
24o,5, ternyata hubungan kerJa antara
Penggugat maslh berlangsung tanpa
terputus. Dalam hd lnl Penggugat
dengan Tergugat telah melakukan
perpaqfangan PI{IllT untuk pertode kerJa

18 Dqecmb€r 2(X)5 sampal dengan 17

Aprll 2006. Tempat dan Jabatan
Penggugat pada PII$IT perpaqfangan

adalah sama deng:an PItlllT sgbelumnya;

Menlmbang, bahwa setelah PI$ltT kedua
berakhlr pada tanggal 17 Aprll 2o,o,6,

Tergugat mempekerJakan kemball
Penggugat dengan melakukan PIIlllT
untuk perlode kerJa 5 Mel 2fi)6 sampal
dengan 2 Agustus 2(X)6.

Tempat kerJa dan pekerJaan yang

dllakukan oleh Penggugat pada PltUlT

ketlga lnt adalah sama dengan PIIIIIT t
dengan PlIIltT lI 

',ahl 
bekerJa dl Suban 2

Gas ProJect dengan Jabatan sebagal
plpellne welden PIIUIT III ter:scbut s€cara

Jelas terbuktl merupakan kelaqlutan dart
PITWT II yang menurut Pasal 59 ayat (6)

IIUI 15 tahun 2OO3 merupakan PIlIllT
pembaharuan;

Itlenlmbang, bahwa berdasartan Janglo
waktu dllakukannya PIIWT III dengan

PI{IilT II, waktu yang terselang adalah

antana 18 Aprtl 2W d. 2 lttel 2fi)6
1laknl 15 harl;
llenlmbang, bahwa menurut IIU Nomor

15 tahun 2OO3 Pasal 59 ayat l4l
'PerJaqllan kerJa untuk waktu tertentu
yrang dladakan untuk pallng lama 2 (dua)

tahun dan hanyra boleh dlperpaqfang I
(satu) kall untuk Jangta waktu 1 (satu)

tahun".
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Sela4lutn;ra menumt Pasal 59 ayat (6),
"Pembaharuan perJa4flan kerJa waktu
tertentu hanya dapat dl,adaf,an setelah
meleblhl malxl tenggang rryaktu 30 (tlga
puluh) hari belakhlmya perJaaltan waktu
tertentu yang lanna, pembaharuan
perJa4ilan waktu tcrtentu tnl hanya boleh
dllatnrkan 1 {satu) kall dan patlng lama 2
(dua) tahun", kemudian berdasartan
Pasal 59 ayat (7) dlnptakan secata Jelas:
"perJaqflan kerJa untuk waktu tertcntu
tldak memenuhl ketentuan sebagalmana
dlmaksud pada ayat (1), apt (21, ayat (41,

alat (5|, dan aYat (6) maka deml hukum
meqfadl pre4faqflan PIIWTT".

Menlnbang, bahwa mesklpun
berdasartan Pasal 59 ayat (61 dan ayat

l7l PI{IltT, Penggugat deml hukum

berubah meqladi PIiIITT. Namun,

berdasartan pekerJaan dalan PtI$n
tersebut maka bekerJanya Penggugat

pada Tergugat adalah untuk melakukan
pekerJaan proyek pengelasan plpa yang

Jangka waktu penyelesalannya ttdak
terlalu lama don dalom kenyataannya

sudah selesal dllaksanatan. Dengan

demlklan, ltlqlells berpendapat sangatlah

sulit .untuk memenuhl tuntutan
Penggugat untuk bekerJa sebagal pekerJa

tetap Tergugat msnglngat pekerJaan

yang harrs dtlalukan Penggugat t€lah
selesal.

llesklpun demlklan karena PlIlllT
Penggugat t€lah berubah meqfadl PI{1il17

maka sehubungan dengan bemkhlrnya
PIIIIIT IIl, rnaka Tergugat rqttb membaynar

kompensasl pemutusan hubrrngan kerJa

terhadap Penggugat sebagat pekerJa

dengan status fIIIilTT;

Ffenlmbang bahwa berdasarkan
pertlmbangan tersebut maka ltlqfelis
Ilaklrn menetapkan kompensacl
pGmutusan hubungan kerJa png berhak
dltertma oleh Penggugat adalah sesual

dengan fonnula png dl,atur dalam tIU
Nomor 15 tahun 2(Y05, yahd rlang

p€sa4gon sesual dengan 2 (dua) kaft
ketentuan Pasal 156 ayat (21, uang
pengganttan hak sesual dengan Pasal

156 ayat (41. Uang penghargaan malra

kerJa belum bertak dlterlma oleh
Penggugat karena maaa kerJa Penggugat
pada Tergugat maslh belum mencapal J
(ttga) tahun sebagalnrana dltentukan
oleh Pasal 156 ayat (5) UU Nomor 15
tahun 2OOi5,.

llenlnbang, bahwa nesanryra upah
sebagal rlasan' pcrtltungan uang
p€sangon, lttqfells akan berpedoman
pada Pasal A67 (lU Nomor 13 tahun
2OO5, akan tetapl karena kedua b€lah

Pthak tldak mengql'rkan buktl benapa

tesamya upah tetap Penggugat 1 (satu)

bulan, 
',ahd 

uPah tetaP sebulan

berdasartan pertltungan waktu 4{) Jam
semlnggu, rtraka Mqfells menyerahkan

b€saml'a upah tetap scbulan tersebut
pada kesepakatan kedua belah plhak

atau setelah mendapatkan sell,slh antara

upah tetap dan upah lembur
berdasarkan penetapan Pengawas

ketenagakerJaan kabupaten/kota

sebagalmana dlnaksud pada Pasal 15

ayat (1) dan al'at (2) Kepmenakertmns

Nomor 1O2 tahun 2(n4 tentang lllalrtu
KerJa Lembur dan UPah KerJa l,embur;
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Itlenlmbang" bahwa dalam perhltungan

kompensasl pemutusan hubungan kerJa

lnl masa ke{a Penggugat alan dltentukan
b€rdasarkan keselumhan laman;ra masa

kerJa Penggugat kepada Tergugat y'ang

terteia dalam 5 PIIUIT yang dlfalankannya

berdasartan bukti P-5 = T-2, T-3 dan T-4

yaknt 11 bulan atau kurang I tahun;
Itlenlmbang, bahwa dengan demlklan
kompensasl pemutusan hubungan kerJa

],ang bcrhak dlterlma oleh Penggugat
adalah uzrng p€sangon sebesar 2 kall
upah tetap sebulan Penggugat dltambah
15% darl uang p€s.rngon yang dlterlma
Penggugat darl Tergugat;
Irfenfunbang, bahwa nesklpun Tergugat

mendalilkan upah yang dlterima oleh

Penggugat sudah termasuk upah lembur,

n'mun karena ttdak ada buktt-buktl

lalnq'a selaln fang dlbuktlkan maka

Mqfelts akan menetapkan upah tetap

Penggugat sebesar Rp 7.315.(XX),- yahl
upah sehart sebesar Rp 5,32.6(Nt,-

dlkaltkan 22 h^arl kerJa;

Menlmbang, bahwa berdasartan

perttmbangan dl atas maka Mqlelts haktm

akan menolak tuntutan Penggugat agar

hubungan kerJa dengan Y dtnyatakan

ttdak terputus dan me4fadl PI{I|ITT;

Menlmbang, bahwa berdasarkan

perttmbangan tersebut ltlqlells haklm

akan menyratakan hub"ngan kerJa antana

Penggugat denqan Tergugat putus dan

berakhtr sqlak tanggal berakhlmya

pembaharuan PI(WT, yaknl sqlak tanggal

15 Agustus 2Ao6t

Itlenlnbang, bahwa cehubungan dengan
tuntutan atas upah pnrses sqlumlah Rp

OO.fiX).(Xrc,- Mqfells berpendapat karena
pekerJaan dan hubungan ke{a antana
Penggugat dengan Tergugat pada

dasamya sudah selesal maka tldak ada
pekerJaan lang dllakukan Penggugat
pada Tergugat kalena ltu Juga tuntutan
atas upah
dlkabulkan;

prules ttdak dapat

ilenlmbang, bahwa berdasar*an hat-hal

'rang 
telah dtperttmbangkan maka

Ittqielts akan menyatakan mengabulkan
gugatan X untuk sebaglan;

Itlenlmbang; bahwa karena nllal gugatan
yang df{ukan Penggugat lebth darl 15O

Juta nrplah maka berdasarkan Pasal 5a
UU Nomor 2 tahun 2904, para plhak akan

dlkenakan blaya perf,ara. l[arena gugatan

Penggugat dlkabulkan sebaglan maka

ItlqJells akan membebankan blaya
perkara lnl untuk dltanggung oleh

Tergugat yang seluruhnya berJumlah RP

U2.(N}O,- (enam ratus empat puluh dua

rlbu ruplah);

Itlenlmbang, bahwa berdasarkan hd-hal
yang telah dlpertlnbanqkan Uak4 Flqfells

berpendapat ttdak dapat mengabulkan

tuntutan Penggugat;

Illempertatlkan, Undang-Undang Nomor

2 tahun 2Oo4 tentang Penyelesalan

Pensellslhan llubunqan Industrlal dan

Peratumn Perundang-undangan latn
yang bersangkutan;
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Amar Putusan
f. ilengabulkan gugatan Penggugat

untuk sebaglan;
2. ltlenyatakan hubungan kerJa

antam Penggugat dnn Teryugat
putus dan berakhlr sqlak tanggal
13 Agustus 2@6;

3. Menghukum Tergugat untuk
memba;rar kompensasl pemutusan
hubungan kerJa kepada
Penggugat yang terdlrl darl uang
p€sa4pn s€b€sar 2 (dua) kall
upah tetap sebulan Penggugat
dttambah uang lrcngganfian hak
seb€s.rr 15% darl uang p€sangon
yang dtterlma oleh Penggugat darl
Tergugat sebelumnya sebesar Rp

16..824.6ol()o,- (enam bclas Juta
delapan ratus dua puluh empat
rlbu llna ratus ruplah);

4. Dlenolak gugatan Penggugat
selaln dan selebthnya;

5, ltlenghukum Tergugat untuk
membayar blaya pertara sqfumlah
np 742.qD,- (tqtuh mtus cmpat
putuh dua rlbu ruplah);

Perttmbangan llukum Putusan

llahkarnah Agung (hrtusan llomor:
189 l{/Pdt.Suqf2fi)a)
llentmbang bahwa terhadap alasan-

alasan tersebut ltahkarnah rlgung
berpendapat:
Flenlmbang bahwa terlepas darl
alasan-alasan kasast tersebut dl atas,
menurut pendapat ltlahkamah Agung

Judex factle telah salah menerapkan

hukum dgngan perttmbangan sebagat

berlkut:

Dalam hal tenggal penetapan

berakhlnrya hubungan kerJa:

- bahwa pertlmbangan hukum Jude,x

factle lang men''atakan PI{If,T a

quo deml hukum me4fadl PI$ilT

dan menolak meneruskan

hubunqan kerJa antara Pemohon

kasast dan Temohon kasasl dapat

dlbenartanr namun Jadex factle

telah salah menerapkan hukum

dengan memutuskan hubunqan

kerJa a qao ter{rltrrng sqlak

t-nggal 15 Agustus 20o{i1'

- bahwa hubunqan kerJa antara

Pemohon kasasl dan Termohon

kasasl deml hulmm meqladl

PIIUITT dan olehJudex factle tldak

dapat dlteruskan atau harus

dlputus;

- bahwa berdasartan ketentuan

Pasal 151 ayat (5) Jo. Pasal 155

a1,at (1) Undang-Ilndang Nomor 15

Tahun 2(D3 tentang PIIK dalam

pertara a quo harus berdasarkan

putusan PHI;

- bahwa sudah cepatutnla dan adll

blla hubungan kerJa antara

Pemohon kasaEl dan Temohon

kasasl putus terhltung sqlak akhlr

Februarl 2(Ji07, yaltu 6 (enaml

bulan sqlak benkhlrnya hubungan

kerJa berdasartan PIIWTT pertode

III (5 ltlel 2(X)G sd. 2 Agustus

2fi)6);
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Dalam hal lamanya masa kerJa

Pemohon kasasl:
- bahwa karena PIIIIITT a quo

sebagalrnana yang dtpertlmbang-
lsan olehJudex factle bahwa antara
PtrUtT III (pertode 5 llel 2()()6 sd. 2
Agustus 2006) dengan PITWT Il
(periode 18 Desember 2(X)E s.d 17

April 2OO5), bdk dllthat dart segl
perpa4fangan PIfIilT maupun
pembaharuan Plflf,iT bertentangan

dengan ketentuan dalam Pasal 59

Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2OO3, maka sudah seharusn;a

PKlllT a quo deml hukum meqladl
Pl{IllTT terhltung ssjak adanya
pelanggaran ketentuan dalam

Pasaf 59 Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2OO5 png dalam hal tnl
adalah terhitung sqlak dlbuatnya

PKIilT periode III, yaknl terhltung
sqrak tanggal 5 llel2OOet,

- bahwa karena hubungan kerJa

antara Pemoho kasasl dan

Termohon kasasl (dlnyatakan putus

terhltung sqtak nkhir Februarl

2OO7, maka sudoh scharusnya

lamanya masa hubungan kerJa

dthttung sqiak 5 Flel 2fi)6 sampal

dengan akhir Februarl 2O07 Pitu
kurang darl 1 (satu) tahun;

Dalam hal besarnya upah sebulan:
- bahwa perttmbangan hukum Judex

factle tentang OqsamYa uPah

Pemohon kasasl perharl untuk
dasar perhltungan penyeletalan

PIIK dalam perkan lnl sebesar

Rp 332.5@; s€harl dapat

dlbenartan, namun Judex factle

telah satah menerapkan hukum

untuk besamya upah sebulan

s€hear 22 kall upah seharl;

- bahwa berdasarkan ketentuan

Pasat 467 ayat (2f Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2tX)A besamya

upah sebulan addah.So kall upah

seharl dan oleh karenanya sudah

seharusnla Uesarnya upah

Pemohon kasasl sebulan adalah

50 x Rp 3.32.6o0,- = Kp

9.976.0o,f),-;

d. Dalam hal perhltungan hak Pemohon

kasasl atas uang pesangon dan uang

penggantlan hak atas penggantlan

perumahan serta pengobatan dan

perawatan:

- ba.hwa pertlmbangan hukum Judex

factle Pemohon kasasl berhak

atas uang p€sangon sebqsar 2 kall

ketentuan Pasal 156 alat l2l
Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2fi)5 dan penggantlan hak atas

penggantlan perumahan serta

pengobatan dan pelawatan

sebagalmana dlmaksud ketentuan

Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang

Nornor 16 Tahun 2OO5 daPat

dlbenartan;
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Olch karena Pemohon kasasl

mempun;al masn kerJa lmrang darl 1

tahun dan menerlma upah sebesar Bp

9.975.OOO sebulan, maf,a sudah

s€harusnlna Pemohon kasast berhak

atas uang pesangon dan uang

penggantlan hak atas penggantlan

perumahan serta pengobatan dan

penwatan dengan perhltungan

sebagal berlkut:

Uang pesangon:

2 x (l x Bp 9.975.OOO,-).....................E

Rp19.95O.OOO,-

Uang penggantlan hak atas

penggantlan perumahan serta

pengobatan dan perawatan

15% x Bp 19.95O.OOO,-

Rp 2.992.5OO.-;

Jumlah:..... = Rp 22.942.5@,- ,

bahwa karena hubungan kerJa antara

Pemohon kasasl dan Tenrrohon kasasl

dtnyatakan putus terhltung sqak

akhlr Februarl 2OO7 dan Pemohon

kasasl dl PHK oleh Termohon kasasl

terhttung sqrak tanggal 2 Agustus

2(X)O ;lang semula oleh Temohon

kasast PIIK a quo tertadl deml hukum

karena t€lah berakhlmya hubungan

kerJa sebagalmana yang dltetapkan

dalam PI$ltT III;

- bahwa dengan pertlnbangan bahwa

Pemohon kasasl celama masa proseg

a guo lrecarEr faktual tldak bekerJa

serta memperhatlkan nllal-nllal
kepatutan dan rasa keadllan maka

sudah seharucnya hak Pemohon

kasasl atas upah pr<xs€s a quo

dltetapkan sebesar 6 bulan dengan

perhltungan 6 x Bp 9.975.d)O,- = Rp

59.850.(XX),-;

Itlenlmbang bahwa berdasarkan

perttmbangan tersebut dl atas, menurut
pendapat Mahkamah Agung terdapat

cukup alasan untuk mengabulkan

pennohonan kasasl yang dlqfukan oleh

Pemohonan kasast X tersebut dan

nembatalkan putusan Pengadllan

llubungan Industrlal pada Pengadllan

Negerl Jakarta Pusat Nomor:

a94l?HWnOoT/PltI.PN.Jln.PSlT tanggal

15 September 2OO7 dan Mahkamah

Agung akan mengadfll sendlrl pertara lnl
dengan amar lengkapryra berbunyl

sebagalmana )'ang akan dlsebutkan 61

bawah lnl:

Itlentmbang bahwa karena nllal gugatan

dalam pertara a guo Rp 15O.fi)O.(XX),-

(cclatus llma puluh Juta ruplah) ke atas

dan pemohonan kasasl darl Pemohon

kasasl dtkabutkan, maka berdasarkan

ketentuan Pasat 58 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2Oo4, bla1,a perkara

dlbebankan kepada Tenmohon kasasl;
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Itlenpertatlf,an pagal-pasal dart Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 20{t4, Undang

Undang llomor 4 Tahun 2Oo4 dan

Undang-Undnng llomor 14 Tbhun 19aE

sebagalmana yang telah dtubah dengan

Undang-Undang llomor 5 Tahun 2(X)4 dan

pentuan perundang-Undangnn laln png
bersangkutan;

Amar Putusan

Mengabutkan' gugaton Penggugat

(sekarang Pemohon karesl) sebagl,an;

1. ltlenlmtakan hubungan ke{a antara

Penggugat dan Tergugat putuo don

benkhlr sqlak akhlr Februarl 2OO7,

2. Flenghukum TergugaVTemohon

f,asasl untuk membayar hak

Penggugat/Pemohon kasasl atas uang

pcsangon dan uang lrGnggantlan hak

atas penggantlan perumahan serta

pengobatan dan perawatan yang

seluruhnya berJumlah W 22.942.50(),-

(dua puluh dua Juta sembllan ratus

empat puluh dua rlbu lfuna latus

ruplah);

5. ltlenghukum TergugaUTermohon

kasasl untuk membayar hak

Penggugat/Pernohon kasasl atas upah

pnolles yrang selunrhnya berJuml46 3p

59.85O.(XX),- (lima puluh sembllan

Juta detapan ratus llma puluh rlbu

ruplah);

4, ltlenolak gugatan PenggugaU

Pemohon kacasl celcblhnya;

llenghukum Tergugat/Tennohon

kasast untuk membayar blaya pcrtana

dalam ccmua $ngkat peradllan, ;rang

dalam tlngkat kasasl lnt b€{umlah Bp

5OO.(Xrc,- (llma ratus rlbu ruptah);

I. ANIILISIS

Berdasarkan pada perttnbangen

hukum Pengadllan llubungan

Indushilal .tnrn ltlahkamah Agung

maka kaml memberlkan anallsls'

anallslg, sebagat berlkut:

1. Kewenangan mengadlll

Dalam hrtusan Pengadllan

llubungian Industrlal Nomon

a94,IP|lll.c'tr2qr7lPNJIn.PSIT,

dlslnggung pula perlhal

kompetensl pengadllan 1,ang

dtqt*an oleh Y. Y dalam daltl

Jawabannya t€lah terleblh dahulu

mengqfukan kebentan Jlka
perscltslhan hubung'an lndustrlal

hf dhdtll dl Pengadllan

tlubungan Industrlal Pada

Pengadllan Negerl Jakarta Pusat

menglngat lokasl kerJa dan

persellslhan terJadl dt wllaYah

Sumatera Selatan.

Kebentan Y berdasar Pada

ketcntuan dalam W 2nW,5naltu:
gugatan pensellelhan hubungan

lndustrlal dlqlukan kelnda
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Pengadllan llubungan tndustrlal
pada Pengadllan Negerl yang

daenh hukumnya mellputl tempat
pekerJa bekerJa. Namun, tldak
celalu ketentuan lnt dlterapkan

dalam hukum acara pada

Pengadllan llubungan lndustrlal,

menglngat pula bahwa penrgasan

tempat pedaqllan kerJa, pertntah

p€nugalxrn kerJa terhadap X
dllakukan oleh manqfemen y,ang

berada dl Jakarta. Berdasarkan

fakta-fakta tensebut, Itlqfells

llaklm berpendapat dalam

perselislhan int hubungan kerJa

antara X dan Y memlllkl faktor'
faktor yang berlangsung dl wllayah

hukum Dru Jakarta, mesklpun

lokast atau tempat X bekerJa

adalah dt wtlayah hukum Sumatera

Selatan.

2. Pensellslhan 664

X yang berstatus sebagal

peke{a harlan, menerlma upah

harlan sesual dengan wor* ordenX

beke{a A2 (dua belas) Jam/harl

dengan 1 (satu) Jorn lsthahat 7

(tqruhl harl dalam s€mlnggu. Atas

over tlme pada Jam kerJa X maka

dlrtnya berhak atas upah lembur.

Dengan demlklan, X menuntut

kepada Y agar dtbayarkan upah

lembur sebrgal haknya.

Ketentuan mengenalJam kerJa dan upah

lembur berpedoman pada IIUIL

Keputusan ltlenterl Tenaga KerJa dan

Tnnsmtgast Nomor 234 Tahun 2q)a
tentang Waktu KerJa dan Istlrahat pada

Sektor Usaha Energl dan Sumber Dayna

Itllneral pada Daerah Tertentu
(Kepmenakertnns Nomor

llep.264MEl!f2q)5), dan Keputusan

llenterl Tenaga KerJa dan Tf,ansmlgrast

Nomor 1O2 Tahun 2OO4 tentang Waktu

KerJa l,embw dnn Upah KerJa Lembur
(Kepmenakertnns Nomor

Kep.1o2lMEllf2m4).

X mengqfukan gugatan atas uong lembur

ke Pengadllan llubungan Industrlal,

namun oleh Pengadllan ltubungan

Industrlal gugatan tensebut dttolak.

Qugatan atas uang lembur dltolak oleh

Pengadllan llubungan Industrlal
dlkarenakan belum mendapat penetapan

dart Pengawas KetenagakerJnan

Kabupateffiota. Pengawas

ketenagakerJaan memberlkan penetapan

tentang status Uesamya uang lembur

setelah dlmhta darl kedua b€lah plhak,

balk Penggugat maupun T€rgugat.

Sela4lutnya, tuntutan X berupa

penggantlan blaya akomodasl selama

menglkutl pelatlhan weldlng ptocdurc
($lPSl), uang cutl, dan uang penghargaan

masa kerJa, tldak dapat dlpenuhl atau

dltolak
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lal lnl rtka'renaken y dapat I PfiK tanPa p€netaPan terleblh dahulu

mGmbuktlkan telah menanggu4g ldarl Pengadllan llubungan lndustrlal

akomodasl X selama m€nglkutl lb"tol deml hukum. Sclama belun ada

pelatlhan ltPS. Y m€mb€rlkan hak cutl I penetapan darl Pcngadllan llUbrrngan

pada x dengan membellkan trket I Industr{al, balk pengusaha dan pekerJa

pesawat kepada x yang melakukan |narus tetap melaksantan kenqllbanrya.
cutl, sebagalmana dlatur dalam loten kar,ena pHK l,ang dilakukan y
Penaturan Pemsahaan. s€dang3an, l t rn a.p x adalah batal deml hukum,
tuntutan X bcrupa uang penghargaan maka PIInfT deml hukun me4ladl PIIIIITT.
masa kerJa tldak dapat dtpenuhl Artlnym, sercara otomatls - X meqfadl
melalul Putusan Pengadllan llubungan pekerJa tetap Y tanpa pcdu adan5ra
Industrlal dikarenakan masa kerJa X

adalah kunang darl 1 (satul tahun atau

han!,a 11 (sebelas) bulan, dhnana

pengangkatan melalul SIC

dalam UUK uang penghargaan m.rsa I 
remmnaruan PIIIilT (perlode lll: 3 l+lel

kerJa dlberlkan kepada pekerJa dengan | 
2006 sd' 2 Agustuc 2(X)o) t'erdapat

masa kerJa mlnlmal S (tlga) tahun.

5. Perselislhan PIIK

Pengadilan llubungan Industrial
menetapkan pcrthal benkhlrnya
hubungan kerJa yaltu pada 15 Agustus

2(X)O (pada saat PIIIilT pertode ttl
berakhlr), sedang:kan llehkamah

ketldaf,sesualan dengan ketentuan uUIt
rttrnana sehamsnya pembaharuan PIIWT

dllakukan setelah meleblhl masa

tenggang waktu 3() (tlga puluh) hart

sqtak benkhlrnya PKWT yrang tama dan

pembaharuan PlItllT lnl hanya boleh

dltakukan 1 (satu) kall serta pallng lama

2 (dua) tahun.
Agung menetapkan perihal

berakhlrnya hubung:an kerJayaltu p"d" 
I penylmpangan pada kasus tnl adatah

Februarl 2OO7. ltlellhat kasus yang I- | bahwa pembaharuan PIIWT antan X dan
te{adt antana X dan Y, maka PIIK l__Y dtlalmkan dengan mengabalkan malra
tensebut terJadl karena berakhlmya I

PKmt/kontmk kerJa ttdak dllakukan I 
tcnssang waktu 3o (ttga puluhl harl

perpa4langan. Dalam uulL hanya datur I *l* bemkhlmra PlIItr yang lama'

pcrthat pHK Berdasarkan ketentuan I 
PKTn lama (PltWT perlode lI) sebelum

Pasal 151 ayat (5) Jo. Pasat 1ti5 ayat lakan dladakan pembahanran b€rakhlr

(U tlulll perusahaan/Fembert kerJa I nada 17 APrll 2ao6.' seftlngga Jangkt

dapat melatrnrkan PllK kepada lwaktu yang berselang antan 18 Aprtl

peke$anya setetah nendapatkan lzooo sd. 2 ltlel 2(x)o adalah hanya

p€netapan dart Pengadllan ltubungan I senma 15 (llna belas) hart.

Industrlal.
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Pc'nbaharuan PXIfn y,ang cesual {engan
ketentuan IIIIK adalah dllakutan set€lah

tenggang waktu 5() (ttga putuh) darl
nemfruAna PItffT perlode lI. Adapun

koncGkuensl darl ketldaf,sesualan pros€s

pemfanaruan PffUIT terrebut adalah

deml hukum PIIf,iT bdallh me4ladl

PltWTI- Sclaln ttu Juga, t€rdapat fakta
bahva pada saat akan dtlakukan

p€rpa4fangan PKlllT (pertode I ke pertode

ll) dlketahut dllakukan tanpa adanya

pemberltahuan' secara tertutts terleblh

dahulu kepada pekerJa bersangkutan. Hd
lnl Juga merulnkan satah catu bentuk
kelalalan atau kettdakscsuatan denqan

IJI|C Sehubungan dengan adanya

kelalalan 6ts1 fteddaksesualan pada saat
perpaqfangan dan/atau pcmbaharuan

PfiIfT, naka terJadl perallhan status X
me4fadl pekerJa tctap.

Dart s€gl perpaqfangan maupun

pembaharuan" PIIWT III dan PI{WI n
bertentangan dengan Pasal 59 IJUIC

Konsekuensl hukum darl ketldaksesualan

tcrsebut adalah hubungan kerJa antara X

dan Y berubah meqfadl PIIWIT terhltung

sqfak dlbuatnya PIIWT III yaftu tanggd 3

Flel 2(Xl6. Hd lnl c€sual dengan

ketentuan Pasat 15 a',at (4)

ttEP.lOOrUEN/YIrlq)4. Oleh karena

hubungan kerJa dlnyatakan putus

(bedasarkan putusan [tA) sqlak akhlr

Februarl 2(N)7, maka seluruh muusa kerJa

dlhltung selak 5 lttel2(X)O - Februarl2(X)7

(kurang darl i tahun).

Dafam Putusan Pengadllan llubungnn
lnducttlal, hompcnsasl pIlK 

'€ngbeftak dlt€rtma oteh X adalah

sehar 2 kalt upah tctap ccbulan (2 x
(1 x np 9.975.qX) = gr 19.98O.(XX),-

,). Atas dlrl X b€rtak pula atac rrang

penggantLan hak bcrupa lrcnqganttan
perumahan serta pengobatan dan

Perawatan, ),attu dttetapkan 15%

(llma belas per selatus) dart uang

pesa4gon (15% x Bp 19.950.(XX) =
w.2.99'2.5()(),4.

Oleh karena penghasllan X

dlbay,artan atas dasar perhltungnn

harlan (X adatah pekerJa harlan),

maka b€sar pcnghasllan scbulan

adalah 5() (tlga puluh) kan

peng[asllan seharl. Berdasartan

ketentuan IrUK (Pasal A67 ayat (211,

Pengadllan llubungan lndustrlal
menetapkan bahwa X berhak atas

upah sebulan dengan pcrAltrmgan 22

(ftra puluh dual kall pcnglrasllan

ceharl. Hal hl nen4rakan bcntuk
kekellnran dalan pertttungan

mengenal bcsamn upah cebulan yang

t€lah dlterapkan Pengadllan

llubung;an Industrlal.

4. Uangp€cangon

llak X yang dapat dlkabulkan oleh

Pengadllan Hubungan lndustrlal

cehubungan adanya PHIL yaltu Y

dlnrqtlbktn membqnr uang p€sangon

dan uang pengantlan hak
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5.

Apablla dltlqlau bcrdasartan
Pasal 156 ayat (2) IJUK maka besaran

uang p€Fangon terscbut adalah omasa

he{a kurang darl 1 (satu) tahun, 1

(satu) bulan upah. llal lnl dlkarenakan

masa kerJa X kurang darl 1 (satu)

tahun.

Upah prose,s

PK$ff deml hukum berubah

meqfadl,PI{UITT sqak perpa4Jangan

PXIIIT ll (rB Desember 2OOE sd. 17

Aprll 2(X)G). Ilal inl dtkarenakan

pelaksanaan perpa4fangan Pl$ltT

tensebut tldak scsual dengan

ketentuan Pasal 59 ayat (4), dan ayat

(5). oleh karena berubah meqfadl

PI(WTT maka Putusan PHI 
'angmenetapkan bahwa hubungan kerJa

antara X dan Y berakhlr pada 2
'Agustus 2(X)6 adalah batal deml

hukum.

Berdasarkan Putusan Plll, PIIK

benkhlr sqlak benkhlrq,a Pl[SlT III,
yaltu 15 Agustus z00et (cehanrsnya 2

Agustus 2o'o6r, sedangkan ltlA mellhat

hal I'ang berbeda mengenal upah

proses yang dlqlukan oleh IL

llahkamah Agung menllal bahwa upah

prqs€s dlhltung sqfak berakhlmya

hubunqan kerJa dalam PItlllT, yaltu

sqfak Februarl 2OO7. Oleh karena ltu,
penetapan mengenal upah pros€t3

adalah sqlak Agustus 2O06 sanpat

Febmarl2o()7.

Dengan pcrtlmbangan eelama

proscs oGeara faktual tldak bekerJa

serta memperbatlfian nflal-nllal
kepatutan dan nsa keadllan, makq

sudah seharusn5na hak pekerJa atas

upah pKxl€s dttetapkan selama 6
(enam) bulan. Artlnla, selama PIIK

belum mendapatkan penetapan darl

PlIl, maka balk pengusaha maupun

pekerJa harus tetap melaksanakan

hak dan kewqftbannya.

. IIESIFTPUIIIN

Berdasartan anallslg-anallsls

ters€but dl atas, karnl memberlkan

keslnpulan atas perkara h,rtusan

Itlomor: lS4Em.Gf2OO7lPNJKT.reT,

sebagal berlkut:

bahwa pengadllan ),ang beruenang

memerlksa dan memutus perkan

hubungan lndustrlal adatah

Pengadllan llubunqan Industrlal pada

Pengadllan Negert Jakarta Pusat,

mesklpun lokasl kerJa dan

perselLslhan terJadl dt wltayah

Sumatera tldlatan.

1. Berdasarkan IJU 2nAO4, gugatan

persellslhan hubungan lndustrlal

dlqlukan kepada Pengadllan

llubungan Industrlal pada

Pengadllan Negerl yang daerah

hukumnya mellputl tempat pekerJa

bekerJa.
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Namun, berdasarkan penafslran
haklm, "tempat pekerJa bekerJa"
dapat dlperluas meqJadl tenpat
ditandatanganinya perJaqflan kerJa
serta tempat manqiemen perusahaan
bersangkutan berada (datam kasus,
perusahaan tempat X menandatanganl
dan tempat manqfemen perusahaan

berada di Jakarta). Mengenal
kompetensl pengadilan ftrl dlperkuat
pula oleh llahkamah Agung;

2. bahwa pe4hd perhltungan uang
pesangon berdasarkan Putusan
Pengadllan llubungan lndustrlal
adalah terhltung sqrak awal hubunqan
kerJa, yaltu seJak PIIUIT perlode l,
sedangkan penghitungan uang
pesangon oleh Mahkamah Agung
dltetapkan terhltung selak darl Plf$ft
pertode III, dikarenakan Y pada saat
melalrukan pembaharuan PIIWT
perlode III tldak sesual dengan
ketentuan WIt, yaltu tanpa
memperhatlan ketentuan rnengenal
malr.l tenggang 5() (tlga puluh) hart.
Ketldaksesualan tersebut beraklbat
deml hukum PI{IilT berubah me4fadl
PI(WTT;

5. bahwa perlhal persellslhan hak
menyangkut upah lembur tldak dapat
dlfadlkan sengketa pada Pengadllan
llubungan Industrlal dikarenakan
belum mendapatkan penetapan darl
Pegawal Pengawas KetenagakerJaan.
Ild lnl dtdasarkan pada ketentuan
dalam Kepmenakertrans Nomor
1O2MEIiU[LDOO4 tentang Waktu KerJa

l,embur dan Lembur

4. bahwa X tldak dapat dlangkat
sebagat pegawal tetap pada
perusahaan tempat dlrlnya bekerJa,
mesklpun terdapat kettdaksesuatan
dalam perpa4fangan dan/atau
pembaharuan PI$ilT. Ild tnl
menglngat bahwa pekerJaan yang
dllakukan oleh X adalah Jents
pekerJaan ;,ang penyelesalannya
dalam waktu png tldak terlalu lama
dan pallng lama 3 (ttga) tanury

5. bahwa Pengadllan llubungan
Industrlal dan ltahkamah Agung
terdapat perbedaan dalam
penetapan benkhlnrp hubunqan
kerJa. Menurut Pengadllan llubungan
Industrlal, PIIK bemkhlr sefak
berakhlrnya Pl{IllT perlode III, Snaltu
l3 Agustus 2(X)O (sehamsnya 2
Agustus 20(re[ sedangf,an
Flahkemah Agung mellhat hal yang
berbeda perhltungan berakhlmya
hubungan kerJa, yaltu sqfak Februarl
2(X)7ldan

6. bahwa plahkamah AgUng menllal
bahwa upah prose.s dlhltung sqrak
benkhlnrya hubungan kerJa dalam
PIIlllT III, yattu sqtak Febmarl 2OO7.

Sehtngga, penetalnn mengenal upah
prorsqe addeih terhltung sqlak
Agustus 2OOG sampat Februarl2OO7.

Seklan dan terlma kasth.

Nlta D. Bamos, SII
Blro ltukum, Kemenakertrans
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